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bahwa ternak merupakan hewan peliharaan yang

produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan,

bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang

sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat sehingga perlu dikelola secara

bertanggungjawab, bermartabat dan berkelanjutan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan

daerah penghasil ternak sehingga perlu

meningkatkan produksi dan produktivitas ternak

untuk mencapai kedaulatan pangan asal temak;

bahwa keamanan produk pangan asal ternak yang

memenuhi prinsip keamanan pangan perlu dijamin,

maka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan

hewan harus diatur secara baik;

bahwa pengaturan tentang peternakan dan

kesehatan hewan perlu dilakukan untuk

menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan

hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan

kesehatan hewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf

d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; f

d.



Menmgat

Meaetapkan

:   1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Iembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

DGDga[ Persetqluaa Borsaoa

3.

DEWAI PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROⅥ ⅣSI

NUSA TENGGARA TEMUR

dan

CUBERIUR HUm TENGG― TI―

MEEUTUS― :

:DRA― DAE― TEETJC PEHYELmGG―

PETDRI― DAIヨ園 田 はTtt H闘 韻 。た



BAB I
KETEtrTUAN I'UT'M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Dinas Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas

Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Dinas Peternakan Kabupaten/ Kota adalah

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Petemakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya

fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, ternak ruminansia indukan' pakan,

alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen,

pengolahan, pemasa-ran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan

prasarana.

1O. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus

hidupnya berada di darat, air, dan/ atau udara, baik yang dipelihara

maupun yang dihabitatnya.

ll.Temak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai

penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya

yang terkait dengan pertanian.

12. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar

yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi ke lima atau

lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/ atau managemen setempat.

13. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperunhrkkal

untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan sub sektor lainnya

sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, perikanan serta berorientasi ekonomi dan

berakses industri hulu sampai hilir. L

Dinas Peternakan



14. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang

disediakan pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau

perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat

skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.

15. Sumber daya genetik yang selanjutnya disingkat SDG adalah material

tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang

berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai atrrhral

maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun atau spesies baru.

16. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi

hewan yang dapat berupa semen, sperrna, ova, telur tertunas, dan embrio.

17. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai

sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk

dikembangbiakan.

18. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam suatu rumpun yang

dikembangkan untuk tqiuan pemuliaan dan/ atau karakteristik tertentu.

19. Bakalan ternak yang selanjutnya disebut bakalan adalah ternak

ruminansia dan non ruminansia peda$ng dewasa yang dipelihara selama

kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot

badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.

20. Budi daya hewan peliharaan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat

tertentu pada suatu kawasan budidaya secara krkesinambungan untuk

hewan peliharaan dan produk hewan.

21. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau

seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu'

22. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara

yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang

dipelihara oleh manusia.

23. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan

percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran dan penghasil bahan

biometik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit

manusia.

24. Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan

olahraga, kesenangan, dan keindahan' I



25. Peternak adalah orang-perseorangan warga Negara Indonesia atau

korporasi yang melakukan usaha peternakan.

26. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi' baik

yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang

didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mengelola usaha

peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

27. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk

dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak'

28. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan

produk dan/ atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan

kesehatan hewan.

29. Pakafl adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah

maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk

kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

30. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan atau

bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah

diolah maupun yang belum diolah.

3l.l,alulintas hewan adalah rangkaian kegiatan pemasukan dan pengeluaran

hewan dari dan ke Provinsi Nusa Tenggara fimur, antar Kabupaten / Kota

se Nusa Tenggara Timur melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya

mencakup: penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan

kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun

non-komersial.

32. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih

segar dan/ atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi,

farmakoseutika, pertanian, dan/ atau kegu.naan lain bagi pemenuhan

kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

33. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan

menghilangkan atau menghambat fungsinya.

34. Inseminasi buatan adalah tekrrik memasukkan mani atau semen ke dalam

alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur

dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

35. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan

hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan

penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit' medik reproduksi,

medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta
I

keamanan pakan. I



36. Veteriner adalah seluruh urusan yang berkaitan dengan hewan dan

penyakit hewan.

37. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran

hewan.

38. Otoritas veteriner adalah kelembagaan pemerintah, pemerintah daerah,

pemerintah Kabupaten/ Kota dan/atau kelembagaan yang dibentuk untuk

menetapkan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan,

dengan melibatlan keprofesionalan Dokter Hewan dan menggerakkan

semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasikan masalah,

menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan sampai

dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

39. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain

disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme,

trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme

patogen.

40. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan

dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa

penyakit hewan lainnya, melalui kontak langsung atau tidak langsung

dengan media perantara mekanis, seperti air, udara, tanah, pakan'

peralatan dan manusia atau dengan media perantara biologis sepefti virus,

bakteri, amoeba atau jamur.

41. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia

atau sebaliknya.

42. Kesehatan masyarakat veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet

adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk

hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi

kesehatan manusia.

43, Kesejahteraan hewan adatah segala urusan yang berhubungan dengan

keadaan fisik dan mental hewan yang menurut ukuran perilaku alami

hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan

dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang

dimanfaatkan manusia.

44. Surveilans adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit baik

secara aktif maupun pasif. f.



45. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya

suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus

penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana

non alam.

46. Obat hewan adalah sediaan yang dapat dipergunakan untuk mengobati

hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh

yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat

hewan alami.

47.Daerah wabah adalah batasan wilayah kejadian tersebarnya wabah

penyakit.

48. Gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadinya mendadak

mengakibatlan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/

pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.

49. Kejadian luar biasa adalah kejadian penyakit yang menurut

pemahamannya dianggap kejadian luar biasa oleh pemerintah.

50. Sertifikat veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas

veteriner di bidang kesehatan hewan yang menyatakan hewan telah

memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Sl.Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan

berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan

motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

52. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang

disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam

penyelenggaraan kesehatan hewan.

Pasd 2

Asas penyele nggaraan peternakan dan kesehatan hewan meliputi:

a. kemanfaatan dan keberlanjutan;

b. keamanan dan kesehatan;

c. kerakyatan dan keadilan;

d. keterbukaan dan keterpaduan;

e. kemandirian;

f. kemitraan; dan
,g. keprofesionalan. L



Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar

penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah.

Pasal 4

T\.:juan pnyeTenggalraan peternakan dan kesehatan hewan meliputi:

a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab

dan berkelanjutan;

!. menculrupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal herran secara

mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan

peternak, masyarakat dan perekonomian daerah;

c. memberikan kepastian hukum dan kepastian trerusaha dalam

penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;

d. melestarikan sumber daya genetik ternak lokal;

e. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan

yang efekdf dan efisien; dan

f. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. perencanaan;

b. kawasan peternakan;

c. peternakan;

d. kesehatan hewan;

e. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

f. otoritas veteriner;

g. sumber daya;

h. pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan

hewan;

i. pengembangan sumber daya manusia;

j. penelitian dan pengembangan; dan

k. pembinaan dan pengawasan. L



BAB II
PEREI{CAISAAN

Pasal 6

(l) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun Rencana Penyelenggaraan

Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(2) Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

(3) Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan oleh tim penyusun yang

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Petemakan dan Kesehatan Hewan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), melalui tahapan:

a. perencanaan;

b, penyusunan;

c. konsr.rltasi publik; dan

d. Iinalisasi.

(5) Rencana Penyelenggaraan Petemakan dan Kesehataa Hewan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
KAWASAN PETERNAI{AIT

Pasal 7

{1) Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan kawasan peruntukan

petemakan dan peta potensi peternakan.

(2) Penetapan kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen Rencana

Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(3) Penyusunan kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi

peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim
penJrusun yang ditetapkan dengan Keputusan Oubernur. I



Pacal 8

(1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

meliputi:

a. ternak ruminansia besar dan kecil;

b. ternak non ruminansia besar dan kecil; dan

c. unggas.

(2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;

b. ketersediaan benih, bibit dan bakalan;

c. ketersediaan hijauan pakan dan sumber air;

d. agroklimat sesuai komoditas peternakan;

e. ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas peternakan;

f. sumberdaya manusia di bidang peternalan; dan

g. status kesehatan ternak.

Pasal 9

(1) Penyusunan kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi

peternakan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui

tahapan:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. konsultasi publik; dan

d. finalisasi.

(2) Kawasan peruntukan petemakan dan peta potensi peternakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan

Gubernur.

Pasal 1()

(1) Setiap usaha peternakan skala besar wajib dilakukan di kawasan

peruntukan peternakan yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi

pete!'nakan rakyal L



BAB Ⅳ

PETEu― N

Baghn Kesatu

Benlh,Bibit,dan Bakahn

Pasa1 11

Pengelolaan benh,bibit dan bakalan melipud:

a. penyediaan dan pengcmbangan;

b. produksi benih,bibit,dan bakalan;

c. penetapan dan pclepasan rtunp― dan galur;

d. pcredaran benih,bibit dan bakalan;

e. pengcndalian pemotongan tc・・・ak ru― ansla dan nOn rummansia betina

produ毯、

■  pcngawasan benih,bibit,dan bakalan;dan

go kelcmbagaan pembcnihan dan pembibitan.

P-1
Penyedhan dan Pengembangn

P― 112

(1)Penycdiaan dan pengembangan bcnh,bibit,dan/atau bakalan dilakukan

dengan mcngutamakan produkd dalam nege五 .

(2)Benih,bibit dan/atau bakalan sebagalmana dimaksud pada ayat(1),

terdi五 atas:

a.temak ruminansia besar sapi dan kerbau;

b. ternak rununansia kecil kambing dan domba;

c. ternak non rtlminansia kuda dan babi;dan

d.unggas.

6)Pemerintah Provind berk釧 可iban melakukan pemuiaan,pCnyediaan dalll

pengembangan pembenhan,  pembibitan dan/atau bakalan dengan

mendorong pencrapan tboloj“ produksi.1



faragraf2
Produbt Bcnlh, Blbtt, drn Belrlen

Palel f3

(1) Produksi benih, bibit, dan/atau bakalan dapat dilakukan oleh:

a. Pemerintah Provinsi;

b. swasta; dan

c. peternak, kelompok atau gabungan kelompok peternak.

(2) Benih, bibit, dan/ atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi,

maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.

(3) Pemerintah Provinsi berkewajiban :

a. memfasilitasi terbentuknya Sentra Petemakan Rakyat; dan

b. melakukan seleksi dan recording ternak di luar sentra petemakan.

Pasal 14

(1) Pemerintah Provinsi membentuk unit pembenihan, pembibitan dan/atau

bakalan jika belum ada petemak yang memproduksi benih, bibit dan/atau

bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal.

(2) Produksi benih, bibit dan/ atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dalam pelaksanaannya melibatkan pemang!<u kepentingan.

Paramf3

Penetapan dan pelepa3an Rumpun dan Calur

Pasd 15

(1)Gube...ur dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mcmpcrolch
pcnctapan rumpun atau galur terhadap ruttpun atau galur temak asli

atau lokal yang mempunyal nnd strategis.

(2)Usuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), merupakan sebaran asli

geografls yang berada dilcbih dari l(satu)Kabupatcn/Kbta.

(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),diSertai dokumen mengend:

a.asal usul―pun atau gal11■

b. sebaran asu geograrls;

c.karakte五stik;dan

d.info....aSi genedknya.ι



Pasal 15

(l) Rumpun atau galur ternak yang dihasilkan melarui kegiatan pemuliaan
dapat dilakukan pelepasan seterah adanya Keputusan Menteri tentang
Pelepasan.

(2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan
terhadap rumpun atau galur ternak yang memenuhi syarat:

a. baru;

b. unik;

c. seragam;

d. stabil; dan

e. diberi nama.

Pangraf 4

Peredrnn Banlh eteu Bibtt Ternel

Pasal 17

(1) Setiap orang yang mengedarkan benih atau bibit ternak wajib memiliki

Surat Keterangan Layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan

mengenai silsilah dan ciri keunggulannya.

(2) Surat Keterangan Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat Fungsional asal benih atau bibit.

Paragraf 5

Pe ngondellan Pemotongaa Ternat Rumlnanela

dan IIoa Rumtaarsta BGttDa Produhif

P.sal 18

(1) Pemerintah Provinsi melakukan identilikasi terhadap ternak nrminansia

dan non ruminansia betina produktif dari komposisi populasi temak

ruminansia dan non ruminaasia.

(2) Idenffikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Unit

Pelaksana Teknis Dinas, kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar

hewan, Rumah Potong Hewan, tempat budidaya dan/ atau tempat

pembibitan ternak lainnYa.

(3) Komposisi ternak ruminansia dan non ruminansia hasil identitifrkasi

sebagaimana dimaksud pada ayat Ol , I



a. untuk ternak ruminansia dan non ruminansia betina produktif

dilakukan seleksi untuk dikembangbiakkan; dan

b. untuk ternak ruminansia dan non ruminansia betina non produktif

dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.

Pasal 19

Identilikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:

a. pe14ef\saan replodrr\si;

b. pengamatan kesehatan hewan; dan

c. seleksi dan pencatatan.

Pasal 20

Identfikasi terhadap betina produktif 56[agaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1), harus memenuhi kriteria:

a. ternak ruminansia betina produldif yang beranak paling tinggi S (tima)

kali;

b. ternak ruminansia besar berumur paling tinggi 8 (delapan) tahun;
c. ternak ruminansia kecil berumur paiing tinggi 5 (lima) tahun;
d. tidak cacat flsik;

e. fungsi organ reproduksi normal, tidak cacat permancn, dan/ atau tidak
mengalami gangguan fungsi reproduksi; dan

f. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Passl 2l

(1) Ternak ruminansia betina produktif, bunting atau bibit dilarang
disembelih, kecuali:

a. untuk keperluan penelitian, pemuliaan, pengendalian dan/atau
penanggulangan penyakit hewan;

b. ternak mengalami gangguan kesehatan dan fisik berdasarkan
keterangan medis atau paramedis kesehatan hewan; dan

c. gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bibit penyakit hewan

menular. f



(2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus

disembelih paling lambat dalam wal<tu 24 jam setelah pemeriksaan onte

mortem oleh dokter hewan.

(3) Penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayar (21, dilakukan di tempat
yang telah memenuhi bioseatrity.

Pa.il22

Pengendalian pemotongan temak ruminansia betina produktif dilakukan
dengan cata:

a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan pelaku tata niaga ternal;
b. komunikasi, informasi dan edukasi; serta

c. intensifikasi pemeriksaan ternak ruminansia betina yang akan dipotong.

Passl 23

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian terhadap pemotongan
ternak ruminansia betina produktif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemotongan ternak
ruminansia betina produktif sebagairnana dimaksud pada ayat (l), diatur
dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf6
Pengawasan Bealh, Btbtt dan Bakalan

Pasal 24

(1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap produksi dan
peredaran benih, bibit, dan bakalan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya
dilakukan oleh Pejabat Fungsional pengawas Bibit Ternak.

(3) Pengawasan terhadap produksi benih, bibit, dan bakalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. jenis dan mmpun;

b. jumlah;

c. mutu; dan

d. cara memproduksi. f,



(4) Pengawasan terhadap peredaran benih, bibit dan bakalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan:

a. dokumen;

b. alat angkut;

c. tempat penyimpanan; dan/ atau

d. pengemasan.

Paragraf 7
Kelenbagaan penbenlhaa daa pemblbltan

pasal 25

{1) Pemerintah Provinsi memfas itasi peternak dan masyarakat untuk
membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.

(2) Jika lembaga pembenihan dan/ atau pembibitan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) belum terbentuk, Gubemur membentuk lembaga
pembenihal dan/ atau pembibitan.

(3) Kegiatan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), saling bersinergi dalam rangka menghasilkan
benih dan bibit.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kerembagaan pembenihan
dan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, diatur dalam
Peraturan Gubemur.

Brgtaa Kedua

Patan

pas.l 26

Pengelolaan pal<an dilakukan melalui kegiatan:
a. pemenuhan pakan ternak;
b. pengolahan pakan ternak; dan
c. produksi dan peredaran. f



P― mfl

Pemenuhan Pahn Te置

Pasa1 27

(1)PCternak dan pelaku usaha petel■ ■akan waiib mcmenuhi kcbumhan

pakan.

(2)Pemenuhan kebutthan pakan sebagaimana dimaksud Pada ayat(1),
dilakukan melalui

a.pengadaan bahan pakan;

b.pembudidayaan hiiauan pakan;dan

c.pengcinbangan padang pcnggcmbalaan.

(3)PemeHntah Pro宙nsi melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada petemak

dan pelaku usaha pete..■akan dalaln mcncukupi dan mcmenuhi

kebut■■an pakan.

Pasa1 28

(1)Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan,

harus mengutamakan bahan pangan lokal sesutt dcngan kcbutuhan dan

persyaratan pakan.

(2)」ika bahan baku pakan di daerah sebagaiinana dirnaksud pada ayat(1)

tidak mencukupi,maka dapat rnenggunakan bahan baku pakan dariluar

daerah yang rncmenuhi persyaratan pakan.

(3)Pembudidayaan h」 auan pakan dilaksanakan melalui sistcm pertanaman

monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lin, serta

mempeJinbangkan ekOsistem sesuai ketcntuan peramran perundang―

undangan.

Pammf2

Pengohhan Pahn Temak

Pad 29

(1)Pemerintah Provinsi merekomendasikan pendaftaran sta22dnr mum pakan

dan labelisasi pakan yang diedarkan sccara komersial kepada Mente五

sesual ketentuan peraturan pcrundang― undangan.

(2}Setiap orang yang incng01ah pakan dan/atau bahan pakan yang diedarkan

secara komersial di daerah,waJib memperolch Й n usaha dan memenuhi

standar mutu pakan, serta labelisasi pakan te...ak, sesuai ketentuan

peraturan perundang―undangan.上



(3) Setiap orang yang menggunakan/mencampurkan bahan obat hewan

dalam pakan ternak untuk keperluan komersial, wajib mendapatkan izin

pencampuran obat hewan dalam pakan ternak dari Pemerintah dengan

rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 30

(1) Pemerintah Provinsi berwenang melakukan pengau/asan mutu pakan dan
bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diiakukan oleh
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
peternakan.

Pasal 31

(1) Gubemur berwenang melakukan pengawasan terhadap produksi dan
peredaran pakan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya
dilakukan oleh Pejabat Fungsional pengawas Mutu pakan.

(3) P-engawasan terhadap produksi pakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi lokasi produsen, distributo r lagen, pengecer, alat tranportasi,
peternak dan/atau pengguna pakan/ bahan pakan.

(4) Pengawasan terhadap peredaran pakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pemeriksaan dokumen perijinan usaha, proses produksi,
pengemasan, labelisasi, tempat penyimpanan.

Bagtan KGtUa

Alat daa tealn Peternahan

Paragraf I
Unurn

Pasal 32

(r) Al.t dan mesin peternakan harus mengutamakan keselamatan dan
keamanan pemakainya.

(2) Pengaturan alat dan mesin petemakan sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), meliputi :

a. alat dan mesin;

b. pengadaan;

c. peredaran; dan

d. penggunaan. I



faragraf 2
Alet drn tesln

Pasd 33

(1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk
melaksanakan fungsi:

a. perbibitan dan budidaya;

b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.

(2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi kegiatan:

a. pemeliharaan;

b. pemberian pakan dan/ atau minum;

c. perkandangan, termasuk sangkar;

d. inseminasi buatan dan transfer embrio;

e. penyimpanan benih secara beku;

f. kesehatan;

g. pengangkutan bcnih, bibit, dan hewan; dan

h. pencatatan.

(3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:

a. p€motong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan pakan;

b. pencampur pakan;

c. pcngepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/ atau roti pakan;

d. pengemas pakan;

e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan

f. peralatan minum dan/ atau pakaa.

(a) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf c, meliputi kegiatan:

a. pendinginan;

b. pemanenan produk hewan;

c. penetasan telur;

d. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan 
.

e. pengemasan dan pengangkutan produk t"*rrl. I



Paragraf 3

Pengadaaa

Pasal 34

(1) Pengadaan alat dan mesin peternakan di daerah harus menggunakan

produksi dalam negeri termasuk produk inovasi lain dan bersertilikat.

(2) Jika pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pengadaan alat dan mesin peternakan impor yang diedarkan di daerah

dapat dilakukan oleh badan usaha, setelah memperoleh izin sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Alat dan mesin peternakan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus dalam keadaan baru.

Paragref4
Peredaran

Passl 36

Feredaran alat dan mesin peternakan di daerah wajib memenuhi standar

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di daerah,

wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa

Indonesia.

Setiap orang yang memproduksi dan/ atau yang melakukan impor alat dan

mesin peternakan untuk diedarkan di daerah, wajib menyediakan layanan

purnqjual.

Paraglaf 5

Penggunaan

Pasal 37

(1) Fenggunaan alat dan mesin peternakan di daerah yang memerlukan

keahlian khusus, harus dioperasikan oleh orang yang :

a. telah mengikuti pelatihan; dan

b. memiliki sertilikat kompetensi. I

■
■

(2)

(3)



(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, diselenggaralan
oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan import alat
dan mesin peternakan.

Bagtan Keempat

Pembudlda5rarn Ternat

Pasaf 38

(1) Pembudidayaan ternak dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya

sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Pembudidayaan ternak dapat dilakukan oleh petemak, perusahaan

peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

(3) Petemak, perusahaan petemakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan

ternak dengan skala usaha tertentu harus berpedoman pada tata cara

budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasd 39

(1) Feternak dapat melakukan kernitraan usaha di bidang pembudidayaan

ternak berdasarkan perjaqjian yang saling memerlukan, memperkuat,

menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab serta berkeadilan.

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:

a. antar peternak;

b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;

c. antara petemak dengan pemsahaan di bidang lain; dan

d. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah Provinsi.

(3) Kemitraan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b, dapat berupa pola kerja sama:

a. penyediaan sarana produksi;

b. produksi;

c. pengolahan dan pemasaran;

d. transportasi;

e. kepemilikan saham; dan

f. jasa pendukung lainnya.

(4) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan ketentuan peraturan

pe rundang-undangan di bidang kemitraan usafra. f



Pasal 40

Pemerintah Proyinsi berkewajiban :

a. mendorong warga masyarakat dalam penyelenggaraan budidaya ternak

sesuai dengan prinstp budidaya yang baik dan benar dengan

memperhatikan kearifan lokal;

b. membina dan memfasilitasi pengembangan budidaya yang dilakukan oleh

peternak, kelompok petemak dan pihak tertentu yang mempunyai

kepentingan khusus; dan

c. membina dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan koperasi

dan badan usaha di bidang peternakan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan ternak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 diahrr dalam Peraturan

Gubernur.
Bagia! Kellma

Pane[, Pascapanen, Peagolahan dan Pcmesaran Hewar'lqn Ternat

Pmal 42

(1) Peternak harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan

tepat.

(2) Penerapan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:

a. Standar Nasional Indonesia;

b. syarat kesehatan hewan;

c. keamanan haYati; dan

d. kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 43

Pemerintah Provinsi membina dan memfasilitasi :

a. pengembangan unit pascapanen produksi hewan skala kecil dan

menengah; dan

b. pemanfaatan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi

dan industri. I



Pesal 44

(1) Pemerintah Provinsi membina dan memfasilitasi berkembangnya industri
pengolahan produk hewan dengan mengu.tamakan penggunaan bahan

baku lokal.

(2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan/ kelompok

dan/atau badan usaha harus:

a. memperhatikan dan mengembangkan aspek penyiapan bahan baku
yang bermutu;

b. menerapkan prinsip pen.rnganan dan pengolahan yang baik dan benar;

c. menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil petemakan; dan

d. memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik dan benar.

(3) Setiap perorangan/ kelompok dan/ atau badan usaha yang menghasilkan

produk hewan untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat,

harus:

a. memenuhi standar keamanan pangan;

b. kesehatan; dan

c. mencantumkan spesifikasi produk hewan dan halal bagi yang

dipersyaratkan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal tls

(1) Pemerintah Provinsi berkewajiban :

a. memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk

hewan di daerah, antar pulau marrpun ke luar negeri; dan

b. menciptalan iklim usaha peternakan yang sehat.

(2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk :

a. peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani; dan

b. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.

(3) Pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar daerah atau luar

negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila produksi

dan pasokan di daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi

masyarakat. f,



Bagian Keenan

Peredaran Ternak, Produt Hewan daa Hasil Itutanaya

Pasal 46

(1) Peredaran ternak, hewan kesayangan, Produk Hewan dan hasil ikutannya
ke dalam dan/ atau ke luar daerah, wqlib memperoleh rekomendasi

Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi

sebagaimana dimalsud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

XESEHATAIT HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendallan dan Penanggulangan Pcryaldt Hewan

Paragraf 1

Umum

Pasd 47

(1) Pemerintah Prorrinsi melakukan pengendalian darr penanggulaagan

penyakit hewan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengamatan dan pengidentifikasian;

b. pencegahan;

c. pengarnanan;

d. pemberantasan;

e. pengobatan; dan

f. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan.

(3) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), disertai dengan :

a. persyaratan teknis; dan

b. sistem informasi. f



Paragraf 2

Penganataa dan PeagldentlfiLasian PenyaHt Hecra!

Pasal 48

Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan :

a. surveilans;

b. penyidikan;

c. pemeriksaan dan pengujian;

d. peringatan dini;
e. pemetaan; dan

f. pelaporan.

Peragraf 3
Peacegahaa Penyatit Heran

Pasal 49

(1) Pencegahaa penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4z avat
(2) huruf (b), meliputi :

a. masuk dan keluar dari wilayah suatu daerah;

b. menyebarnya dari wilayah yang satu ke wilayah lain dalam satu pulau;
c. menyebarnya dari satu pulau ke pulau lain dalam provinsi; dan
d. muncul, berjangkit atau menyebarnya dalam wilayah provinsi.

(2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undaagan.

faragrafa
Pengamaaan Penyattt llesaa

Pasd 50

(l) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(2) huruf c, dilaksanakan melalui :

a. pengamanan penyakit hewan menular strategis;

b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;

c. penerapan prosedur biosafetg dan biosecuity;

d. pengebalan hewan;

e. pengawasan lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa

penyakit hewan lainnya di luar wilayah ke{a karantina; f,



f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan

g. penerapan kewaspadaan dini.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Otoritas

Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c sampai dengan

huruf g, dapat dilalrukan dengan mengikutsertalan pihak terkait dan

masyarakat.

Paragraf 5

Penberantasaa Penyatit Hewan

Pasal 51

(1) Pemberantasan penyakit hewan sebegaimsns dimaksud dalam pasal 47

ayat (21 huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit
hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.

(2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan melalui :

a. penutupan daerah;

b. pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan;

c. pengebalan hewan;

d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
e. penanganan hewan sakit;
f. pemusnahan bangkai;

g. pengeradikasian penyakit hewan;

h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan

i. pemberian kompensasi.

(3) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan
tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran penyakit hewan menular.

(4) Pemerintah Provinsi dapat memberikan kompensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf i, kepada pemilik hewan sehat yang
berdasarkan pedoman pemberantasan penyakit hewan harus didepopulasi.

I
t



Paragnf 6
Pengobatan

Pasal 52

(1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf e,

merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, promotif,
kuratif dan rehabilitatif.

(2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap

semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin :

a. status kesehatan hewan;

b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;

c. keamanan produk hewan dan limbahnya;

d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan

e. kelestarian satwa.

Paragraf 7
pgngadran Alat dan ilesln Keschataa Hewan

PaEaI 53

Pengadaan a.lat dan mesin yang digunal<an untuk pengendalian penyakit

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f, meliputi:

a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium'

b. perendaman;

c. penyemprotan;

d. potong kuku atau tanduk;

e. kastrasi; dan

f. alat ukur.

Paragref 8

Pers5raratan Tetnis Keschataa Hewan

Pas.l 54

Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

ayat (3) huruf a, ditetaPkan:

a. berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis

penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah

asal; I



１
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(2)

memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan,

manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan;

dan

c. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baglan Kedua

Obat Hewaa

P$al 55

Obat hewan berdasarkan sediaannya dapat digolongkan ke dalam sediaan

biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.

Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan

sebagaimana dimalsud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi obat keras,

obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 56

Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan,

dan peredaran obat hewan.

Pasat 57

(1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/ atau

pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter

hewan.

(2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga

kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.

PaEsl 5E

Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan di daerah

wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh

izin usaha peredaran obat hewan di daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diatur dalam Peraturan Cubernur. f
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Bagtan Kettga

Tenaga Kesehataa Hewan

Pasal 59

(1) Pemerintah Provinsi mengatur penyediaan dan penempatan tenaga

kesehatan hewan.

(2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), meliputi:

a. tenaga medik veteriner;

b. sarjana kedokteran hewan; dan

c. tenaga paramedik veteriner.

(3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan

berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam

pendidikan kedokteran hewan.

(a) Sarjana kedokteran hewan dan Tenaga paramedik veteriner melaksanakan

segala urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan

ditakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.

(5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang

teguh sumpah atau janji profesinya.

Pagel 6()

Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memberikan

pelayanan kesehatan hewan meliputi:

a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;

b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengqjian veteriner;

c. pelayanan jasa medik veteriner; dan/ atau

d. pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan.

BAB VI

XESEHATAIT MASYARAKA'T VETERIITER DAIT XESE.IIIIITERAAI| HEWAIT

Bagtan Kesatu

Kesehrtan ilas5rarakat Veteriner

Pasal 61

Bentuk kesehatan masyarakat veteriner meliputi:

a. penjaminan higiene dan sanitasi;

b. penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal; f



c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; dan

d. penanganan bencana.

Paragraf I
PeaJamlnan Hlglene dan Sanltasl

Pasal 52

(1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6l
huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Badan Usaha dan

masyarakat dengan menerapkan higiene dan sanitasi pada rantai produksi

produk hewan.

(2) Penerapan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan:

a. di tempat budi daya;

b. di tempat produksi pangan asal hewan;

c. di tempat produksi produk hewan non pangan;

d. di Rumah Potong Hewan;

e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan

f. dalam proses pengangkutan.

(3) Pemerintah Provinsi memberikan Nomor Kontrol Veteriner dalam bentuk

sertilikat.

(4) Produksi produk hewan non pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, dilakukan dengan cara:

a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan

lingkungannya;

b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;

c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan

d. pencegahan tercemarnya produk hewan non pangan oleh bahaya

biologis, kimiawi, dan lisik.

kragraf 2
Peqlantnaa Produt Hewan Yaag Anan, Sehrt, Utuh den Halal

Pasal 63

Penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan hal6l sslagairnana

dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilakukan melalui :

a. pengaturan peredaran produk hewan;

b. pengawasan produk hewan; f.



c. pengawasan unit usaha produk hewan;

d. pemeriksaan dan pengujian produk hewan;

e. standardisasi produk hewan;

f. sertifikasi produk hewan; dan

g. registrasi produk hewan.

Paragd3
Po ngendallan dan peaanggulaagan zoonosls

Pasel 64

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam

Pasa1 61 huruf c, dilakukan melalui :

a. manajemen risiko;

b. kesiagaan danrrat;

c. pemberantasan zoonosis; dan

d. partisipasi masyarakat.

Paragraf4

Ponanganaa Bencana

Pmal 55

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d,

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat dengan cara

mengantisipasi ancarnan dan penanggulangan terhadap kesehatan

masyarakat veteriner dan kesehatan hewan sebagai dampak bencana alam.

f,rglgn Kedua

KereJahterarn Hesan

Pesal 66

(1) Kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip

kebebasan hewan yang meliputi bebas :

a. dari rasa lapar dan haus;

b. dari rasa sakit, cidera dan penyakit;

c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan;

d. dari rasa takut dan tertekan; dan

e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya. f



(2) Penerapan prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),

diterapkan pada kegiatan :

a. penangkapan dan penanganan hewan;

b. penempatan dan pengandangan hewan;

c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan;

d. pengangkutan hewan;

e. penggunaan dan pemanfaatan hewan;

f. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan

g. perlakuan terhadap hewan.

(3) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama masyarakat.

(4) Penerapan prinsip kesejahteraan hqran sslagaimana dimaksud pada ayat

(2), dikecualikan untuk kepentingan sosial budaya.

Pasd 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan

kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan

Pasal 66 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VU

OTORITAS VEf,ERIITIR

P..d 6E

(1) Pemerintah Provinsi berkewajiban meningkatkan penguatan tugas, fungsi

dan wewenang Otoritas Veteriner.

(2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas

menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam

penyelenggaraan kesehatan hewan.

(3) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan diangkat oleh Gubernur.

(4) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat

berdasarkan kompetensinya sebagai dokter hewan berwenang dan

berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan
I

hewan. l-



BAB VIII
ST'IBER DAYA

Begi.n Kesatu

Lahan

Pmal 69

Pemerintah Provinsi menyediakan lahan yang memenuhi persyaratan teknis
peternakan dan kesehatan hewan.

PaEal 70

(1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sesuai dengan
ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Jika terjadi perubahan Rencana Tata Ruang wilayah yang mengakibatlan
perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan
pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan
persyaratan petemakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem.

(3) Ketentuan mengenai perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi 1ahan peternalan
dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan.

Bagtra Kedua

Atr

Pasol 71

(1) Air yang dipergunakan untuk kepentingaa peternalan dan kesehatan
hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai
peruntukkannya.

(2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan,
kebutuhan air untuk hewan harus diprioritaskan setelah kebutuhan
masyarakat terpenuhi. I



Bagiaa KetrSe

Sunbor Daya Gcnetlt

Pasal 72

(1) SDG Hewan spesilik daerah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi dan

dimanfaatkan sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat.

{2) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (t), dila}sanakan oleh

Pemerintah Provinsi berdasarkan sebaran asli geografis SDG Hewan.

(3) Pemerintah Provinsi melakukan inventarisasi, dan dokumentasi atas SDG

Hewan.

BAA IX

PETBERI'AYAAN PETERITAITAIT DAN USAIIA DI BIDAI|G PETERilAXAN

DAI{ XTSEIIATAI{ HEWAI|

Pasal 73

(1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang

kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagt

kemajuan usaha serta peningkatan daya saing.

(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta informasi;

b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan

teknis;

c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya

tirggr;

d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;

e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatlan

kewirausahaan;

f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan

hewan dalam negeri;

g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha

peternakan; dan

h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi durr p.*"""r"r. /,



(3) Pemerintah Provinsi melakukan pemberdayaan peternak guna

meningkatkan kesejahteraan peternak.

(4) Pemerintah Provinsi mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk

hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam

mewujudkan ketahanan pangan.

Pesel 74

(1) Pemerintah Provinsi melindungi peternak dari perbuatan yang

mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh

pendapatan yang layak.

(2) Pemerintah Provinsi mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang

permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak

dan usaha kesehatan hewan.

(3) Pemerintah Provinsi mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di

bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan te{adinya

eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

BAB X
PEITGEUBANGA.IT ST'UBER DAYA UANUSIA

Pasal 75

(1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam meningkatkan dan

mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan

kesehatan hewan.

(2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pelaku usaha dan

pihak yang terkait.

(3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan dengan cara:

a. pendidikan dan pelatihan;

b. penyuluhan; dan

c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi

kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan art t t rotogi. I



(4) Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan

pelatihan serta penyuluhan di bidang petemakan dan kesehatan hewan.

(5) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik

melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat.

BAB XI
PEITELITIAIT DAIT PEI|GEUBAfiGAT

Pasd 76

(1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan penelitian dan pengembangan

peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditakukan oleh Pemerintah

Provinsi bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya

masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun
beke{asama,

(3) Pemerintah Provinsi mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan

peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

kepada masyarakat.

(a) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan

hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah hasil
penelitian lolos proses uji terapan.

BAB XII
PEUBINAAIT DAN PEIf GAWASAN

Pasal 77

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan

hewan dilakukan oleh Gubernur.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya

dilakukan oleh Tim terpadu terdiri dari:

a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;

b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urllsan pemerintahan di
bidang:

1. peternakan;

2. pengawasan penyelenggaraan peraturan daerah;

3. perindustrian dan perdagangan; dan

4. perhubunCan. I



c. Unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang:

1. karantina; dan

2. pengawasan obat dan makanan.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat menetapkan Peraturan Daerah untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Peternakan

dan Kesehatan Hewan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BABXIn
LIIRAJ|GAIT

Pasal 79

Setiap orang dilarang :

a. merubah produk hewan non pangan untuk industri menjadi produk

panga.rl;

b. mengedarkan obat hewan yang :

l. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;

2. tidak memiliki nomor pendaftaran;

3. tidak diberi label dan tanda; dan

4. tidak memenuhi standar mutu.

BAB XIV

mNKSI ADIINISTRASI

Pasel EO

(1) Setiap orang dan/ atau badan usaha yang melanggar ketentuan

sslagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1), Pasaf 17 ayat (1), Pasal 27

ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 46 ayat (1), dikenakan sanksi

administrasi berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. penghentian sementara dari kegiatan; atau

d. denda administrasi. I



(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi

sebagaimana dimalsud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB lrv
NEI| TEI| TUAIT PEITYIDIKAN

Pasal E1

(I) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup pemerintah provinsi yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang petemakan dan kesehatan
hewan diberi wewenang khusus sebagai penytdik atas pelanggaran

Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-

undangan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang untuk :

a. menerima, mencari, mengu.mpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan
kesehatan hewan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan

hewan;

c. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen
lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang petemakan dan
kesehatan hewan;

d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
bahan buld pembukuan, pencatatan dan dokumen baru serta
melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang petemakan dan

kesehatan hewan;

e. meminta keterangan dan bahan buldi dari setiap orang yang diduga

melakukan tindak pidana di bidang petemakan dan kesehatan hewan;

f. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; f



g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan

tindak pidana;

h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungiawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

penuntut umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BABxt'I
I{Ef,EITTT'AII PIDAI|A

Palal 82

(l) Setiap orang yang melanggar ketentuan 56lqgaimana dimaksud dalam

Pasal 79, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

atau denda paling banyak Rp 5O.OO0.OOO,OO (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

(3) Tindak pidana sglain 3slagaimana dimaksud pada ayat (l), dikenakan

sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X1IU

XETETTUAIT PERALIHAI|

Pald 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izrn yang telah dikeluarkan

sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis

masa berlakunya ^"- L



BAB XlIIII
NETEIfTUAIT PEI|UTT'P

Pe$l 84

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1

(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pa!.I 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 14 Desember 2Ol5

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 14 Desember 2015
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PEITJELIISAIT

ATAS

PERATI'RA.IT DAERAII PROVIIISI ITUSA TEN(X}ARA TIMUR

I|OMOR 4 TAIIUI| 2015
TEI{TAI|G

PETERITAI(AIT DAIT XESEHATAN HEWA"!5

uutu
Masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai bagran dari bangsa

Indonesia tentunya harus mendapat perlindungan hukum dalam
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan demi memajukan
kesejahteraan umum masyarakat.

Untuk mencapai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan
hewan yang baik dan untuk melindungi masyarakat Nusa Tenggara
Timur, serta untuk memajukan kesejahteraan umum masyaralat Nusa
Tenggara Timur, perlu adanya peraturan yang mengatur
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan untuk mengatasi
permasalahan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan
di Nusa Tenggara Timur

Peraturan tersebut dibentuk untuk menciptakan kepastian hukum
dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. serain itu,
materi dari Peraturan Daerah tersebut harus memperhatikan
kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan
hewan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan fakta empiris, penyelenggaraan peternakan dan
kesehatan hewan harus diatur dalam peraturan Daerah dengan asumsi
sebagai berikut :

1. Adanya legalisasi tanggunglawab pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

2. Adanya kepastian kelembagaan dalam koordinasi antara instansi
terkait penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

3. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan akan menjamin
nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

4. Adanya kepastian mengenai perintah, larangan, kebolehan dalam
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan t.*rrr. f



Dengan demikian maka jelas bahwa pengaturan petemakan dan

kesehatan hewan dalam peraturan daerah akan mendatangkan dampak

positif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di

Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan

Hewan.

PASAL DEMI PASAJ,

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2

Hurufa
Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan dan keberlanjutan"

adalah penyelenggaraan petemakan dan kesehatan hewan

dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan ralgrat

dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup

dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan"

adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan

harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi,

dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas okeralqratan dan keadilan" adalah

penyelenggaraan petemakan dan kesehatan hewan

memberikan peluang dan kesempatan yang sama secErra

proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan

kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran

seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalarn memberikan izin harus

dicegah tedadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan

oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas oketerbukaan dan keterpaduan"

adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan

dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan

didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses

oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu

L



sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan

produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah

penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan

dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi,

dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk
mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagr

masyarakat.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan ditakukan
dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan
sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan
dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keprofesionalan" adalah
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan
melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah
ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "pangan" adalah produk hewan yang

dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, dagrng, susu, madu
beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan "barang' adalah produk hewan yang

digunakan untuk bahan baku industri, diantaranya, : kulit,
tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau
feses beserta turunanrrya.

Yang dimaksud dengan "jasa" adalah penggunaan tenaga

ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya,

diantaranya, : kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga,

hobi. f-



Huruf c

Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (l)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup je1as.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan okonsultasi publilC adalah

proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar
pihak yang berkepentingan (stakeholder terkait) guna

mencapai kesepahaman dan kesepakatan tentang

materi dan substansi dari Rencana Penyelenggaraan

Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hurufd
Yang dimaksud dengan "finalisasi" adalah proses

penyempurnaan hasil (output) dari Rencana

Penyelenggaraan dan Kesehatan Hewan melalui

rekonstruksi materi dan substansi berdasarkan

masukan, saran dan/atau pendapat dari konsultasi

publik. I



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Hurufd
Yang dimaksud dengan "agroklimaf adalah iklim yang

sesuai dengan kondisi pengelolaan pertanian dan
peternakan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Hurufg
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 1O

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petemakan skala besar" adalah usaha

di bidang peternakan dalam bentuk perusahaan yang

d{alankan secara teratur dan terus-menerus pada suatu

tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan
komersial dengan skala usaha diatas skala usaha petemakan

rakyat serta standar teknis sesuai jenis ternak.

Ayat (21

Yang dimaksud dengan "petemakan ralyaf adalah usaha

peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan

yang jumlah maksimum kegiatannya unhrk tiap jenis temak;

sapi potong < 1OO ekor; ayam ras petelur < 10.OOO ekor; ayam
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ras pedaging, itik, angsa < 15.OOO ekor/ siklus produksi; babi <

125 ekor; kambing dan domba < 3OO ekor; kerbau < 75 ekor;

kuda < 5O ekor.

Pasal 1l
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimalsud dengan "mengutamakan produksi dalam

negeri" adalah upaya pemanfaatan sumber daya genetik asli

Indonesia, misalnya ternak rumpun murni dan sitangan, baik

dalam bentuk ternak komposit maupun hibrida.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Hurufb
Kegiatan seleksi dan rekording temak di luar sentra

peternakan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya

inbreeding.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup je1as.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
t

Cukupjelas. l,



Ayat l2l
Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional Pengawas Bibit

Ternalf adalah Pegawai Negeri Sipil yalg diangkat dalam

jabatan fungsional pengawas bibit ternak yang mempunyai

ruang lingkup tugas, tanggungiawab dan wewenang untuk
melakukan kegiatan pengawasan bibit temak.

Pasal 18

Ayat (1)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan

meningkatkan populasi ternak ruminansia betina produktif
guna memenuhi kecukupan kebutuhan daging Nasional dan
konsumsi protein hewani dalam Daerah.

Ayat {2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup je1as.

Pasal 2O

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "antemortem" adalah data-data temak

sebelum mati atau dipotong.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "biosecuriq/ adalah kondisi dan upaya

untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk

semang dan/ atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan

dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi

atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan

bioterorisme.

Pasa722

Cukup jelas.

Pasal 23
t

Cukupjelas. f



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal2T

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pa7<arr" meliputi bahan pakan, pakan

konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap

pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan

sebagai pakan ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi
serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik
yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan
anorganik dalam bentuk premiks. peternak dan perusahaan
peternakan harus menghindari pemenuhan pakan dari sumber
yang tidak baik misalnya tempat pembuangan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 3O

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukupjelas. f,



Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasa] 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak tertentu" misalnya instansi yang

melakukan pembudidayaan ternak dalam rangka

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "skala usaha tertentu" adalah skala

usaha berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang diusahakan

dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39

Ayat (l)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perusahaan di bidang lain" adalah

perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya, usaha

pembibitan; atau di sektor hilil, misalnya, usaha

pengolahan hasil ternak seperti industri susu, daging

kaleng.

Hurufd
Cukupjelas. l.



Ayat (3)

Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pengolahan" adalah proses atau

cara merubah bentuk atau wujud suatu komoditi untuk
meningkatkan daya saing dan/atau nilai tambah dari

komoditi tersebut.

Yang dimaksud dengan "Pemasaran" adalah suatu sistem

total dari kegiatan bisnis untuk merencanakan,

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan

barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa

baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen

potensial.

Hurufd
Culmp jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup je1as.

Pasal 4O

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hunrf a

Cukup jelas.

Hurufb
Cukupjelas. f



Hurufc
Cukup jelas.

Hurufd
Yang dimaksud dengan "kaidah etika" dalam pelaksanaan

panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk

menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak

ayarn umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap

diperlakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan

hewan.

Yang dimaksud dengan "kaidah estetika" dalam

pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran

untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan

keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budi

daya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan

susu yang dipanen.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (l)

Yang dimaksud dengan "Industri pengolahan produk hewan"

adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan

terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai

tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk

yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).

Yang dimaksud dengan "mengutamakan bahan baku lokal",

misalnya, dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin

menggunakan susu dari hasil pemerahan sapi perah di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
t

Cukup jelas. f,



Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa
Yang dimaksud dengan "pengamatan penyakit hewan"

adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu

penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan

pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam

rangka kewaspadaan dini.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "pencegahan penyakit hewan"

adalah tindakan karantina yang dilalrukan dalam rangka

mencegah masuknya penyakit hewan dari luar Daerah ke

dalam Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengamanan penyakit hewan"

adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya

perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit

hewan.

Hurufd
Yang dimaksud dengan "pemberantasan penyakit hewan"

adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah

dan/ atau kawasan pengaman€m hayati dan/ atau pulau

dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha

penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan

la-lu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan

tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah

yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi

hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengobatan" adalah tindakan

untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit,

mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui

usaha perbaikan gzi, tindakan transaksi terapetik,

penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana
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dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta

pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Hun:f f
Cukup je1as.

Pasal 48

Kegiatan pengawasan dan pengidentifrkasian penyakit hewan untuk
mengetahui jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit

hewan.

Hurufa
Yang dimaksud dengan "kegiatan surveilans" adalah

pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel

atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati

penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk

melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini
diperlukan pengidentifikasian hewan.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "penyidikan" adalah kegiatan untuk
menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam

kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan

lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb
cukupjetas. f



Huruf c

Yang dimaksud dengan "biosafet5/ adalah kondisi dan

upaya untuk melindungi personel atau operator serta

tingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit

hewan dengan cara menyusun protokol khusus,

menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain

fasilitas pendukung.

Hurufd
Yang dimaksud dengan "pengebalan hewan" adalah

vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan

status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan

kekebalan hewan.

Hurufe

Yang dimaksud dengan "di luar wilayah kerja karantina"

adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara

yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat

berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran

lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "kesiagaan darurat veteriner'

adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman

penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kewaspadaan dini" adalah

tindakan pengamatan penyalit secara cepat

(earlgdetectian/, pelaporan terjadinya tanda munculrrya

penyakit secara cepat (earlg reportind, darr pengamanan

secara awal (earlU respor*e) termasuk membangun

kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukupjelas. f.



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penutupan daerah" adalah
penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Hurufg
Yang dimaksud dengan "pengeradikasian penyakit hewan"

adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti

pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan

bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber

penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "depopulasi hewan" adalah

tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan

dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan

penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan

jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat.

Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap

hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b)

pemotongan hewan bersyarat (test and slaughter), (c)

pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (stamping-

out), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau

tersangka pembawa penyakit hewan, dan

(e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin

disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi

penderitaannya.

Hurufi
,

Cukupjelas. L



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui

bahwa pendepopulasian hewan yang positif terinfeksi penyakit

hewan menular strategis tidak mendapatlan kompensasi

mengingat hewan tersebut dipastikan akan mati.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dengan tetap

memperhadkan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap

hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang

akan dimasukkan bertujuan agar memenuhi tingkat

perlindungan yang memadai.

Hurufc
Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyediaan tenaga kesehatan hewan"

adalah tersedianya satu kesatuan adanya tenaga medik

veteriner (dokter hewan dan/ atau dokter hewan spesialis) dan

berbagai tingkatan kompetensi tenaga paramedik veteriner yang
I
U



dibutuhkan di setiap kabupaten/kota, sampai tingkat

kecamatan.

Ayat (2)

Tenaga paramedik veteriner terdiri atas lulusan sekolah

kejunran, pendidikan diploma atau memperoleh sertilikat untuk

melaksanakan urusan kesehatan hewan' Sertifikat tersebut

merupakan sertilikat pelatihan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

CukuP jelas.

Ayat (4)

CukuP jelas.

Ayat (5)

CukuP jelas-

Pasal 6O

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan hewan" yaitu

serangkaian tindakan yang diperlukan' antara lain' untuk:

a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis'

patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;

b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi

dan/ atau informasi awal (prior informed-consent) kepada pemilik

hewan yang ditanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan

preventif, koperatif, kuratif' rehabilitatif' dan promotif dengan

menghindari tindakan malPraktik;

c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan' kesehatan'

keutuhan, dan kehaldan produk hewan;

d. melakukan konfrrmasi kepada unit pelayaaan kesehatan hewan

rujukan jika diPerlukan;

e. menyarnpaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada

otoritas veteriner;

f. menindaklanjuti kePutusan

Daerah Yang berkaitan

penanggulangan PenYakit

masYarakat veteriner; dan

Pemerintah dan/ atau Pemerintah

dengan Pengendalian dan

hewan dan/atau kesehatan

pe ndidikan masYarakat

dan peneraPan kaidah
g. melakukan pendidikan klien dan/ atau

sehubungan dengan paradigma sehat

kesejahteraan f,t*"'' f.



Hurufa
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan opelayanan jasa laboratorium

pemeriksaan dan pengujian veteriner" adalah layanan jasa

diagnostik dan/ atau penelitian dan pengembangan dalam

rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner,

dan/ atau pengujian mutu obat, residu/ cemaran, mutu pakan,

mutu bibit/ benih, dan/ atau mutu produk hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa medik veterinef

adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter

hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka

praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik

hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi

hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik

konsultasi kesehatan hewan.

Hurufd
Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa di Pusat Kesehatan

Hewan" adalah layanan jasa medik veteriner yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat

bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium

veteriner dan/ atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian

veteriner.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan "halal" adalah syah dan

layak/ diperbolehkan oleh syariat agama tertentu.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas. f.



Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hurufa
Yang dimaksud dengan "penangkapan dan penanganan

hewan" adalah penangkapan dan penanganan hewan dari

habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang konservasi.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "penempatan dan pengandangan

hewan" adalah penempatan dan pengandangan hewan

dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memunghnkan

hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan, pengamanan,

perawatan dan pengayoman hewan" adalah pemeliharaan,

pengamanan dan pengayoman hewan dilakukan dengan

sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan

haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta

rasa takut dan tertekan.

Hurufd
Yang dimaksud dengan "pengangkutan hewan" adalah

pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya

sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta

bebas dari penganiayaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan openggunaan dan pemanfaatan

hewan" adalah penggunaan dan pemanfaatan hewan

dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas

dari penganiayaan dan penyalahgu.naan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan opemotongan dan pembunuhan

hewan" adalah pemotongan dan pembunuhan hewan

dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan

merasakan sakit sesingkat mungkin, bebas dari rasa sakit,
I
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rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan

penyalahgunaan.

Hurufg
Yang dimaksud dengan "perlakuan terhadap hewan"

adalah perlakukan terhadap hewan harus dihindari dari

tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengaturan ayat ini dimaksudkan agar penerapan prinsip

kesejahteraan hewan dilakukan dengan tetap melindungi nilai

sosial budaya yang ada di masyarakat.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan "lahan yang memenuhi persyaratan

teknis" adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan

budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi,

agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan

ternak.

Pasal 7O

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kegiatan pendidikan dan/atau

penelitian dan pengembangan" adalah kegiatan yang terkait

dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia,

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang

peternakan dan kesehatan t.*an. f



Pasal 7l
Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk
menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan

ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran

mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dikuasai oleh Pemerintah Provinsi"

adalah pemerintah provinsi sebagai badan hukum publik

mempunyai kewenangan untuk mengatur pemanfaatan dan

pelestarian sumber daya genetik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pas.|77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Yang dimaksud dengan "produk hewan non pangan untuk
industri" misalnya limbah pengolahan industri kulit yang

mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan "produk pangan" misalnya limbah

industri kulit yang diubah menjadi kerupuk rambak. f,
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Hurufb
Cukup jelas.

Pasal 8O

Cukup jelas.

Pasal 8l
Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.
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